N BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 2 September 2024

Nomor 235/PM/00.02/K.LA-14/08/2024
Lampiran Do
Sifat Penting
Perihal Imbauan
Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Bandar Lampung

di-

Bandar Lampung

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-XXII/2024;

. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.



B. Imbauan
Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis dengan cara
memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk
melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan
administrasi calon yang status pendaftarannya diterima.

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon.

(3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.

(4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan bantuan Silon.

2. Memperhatikan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau
instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

3. Memperhatikan Pasal 114 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan
administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) ke dalam
berita acara.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian
selesai.

4. Memperhatikan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka
Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
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(2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka
Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

5. Memperhatikan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politk Peserta Pemilu dan Pasangan Calon
perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi
Pasangan Calon.

(2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan.

(3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan
administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

6. Memperhatikan Pasal 117 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku
mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan Pasal 107
ayat (2) tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\

7. Memperhatikan Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti.

(2) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis
terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

8. Memperhatikan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi;

(1) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon
benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.

(2) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon
tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
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9. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan
tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024
khususnya dalam proses Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bandar Lampung yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan
efisien, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mengimbau kepada KPU Kota Bandar
Lampung untuk:

a. Melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon Walikota dan Wakil
Walikota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. Membuka akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-
luasnya kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung;

c. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berjalan dengan baik;

d. Berkenan untuk secara aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bandar
Lampung terkait dengan Penelitian Berkas Administrasi Persyaratan Pencalonan
Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip
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